PENILAIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI MEMUTUS PERKARA PENCABULAN OLEH ANAK ( Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pti ) by AJI NUGROHO, PRASTOWO
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengatur tatanan 
masyarakat, dan memberikan perlindungan bagi setiap komponen yang 
berada dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, 
disebutkan bahwa Pembangunan Nasional di bidang hukum acara pidana 
dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan 
untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan 
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta 
kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan 
Undang-Undang Dasar 1945. ( Andi Hamzah, 2006 : 227 ) 
Hukum di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa bagian, salah 
satunya adalah hukum acara pidana yang erat kaitannya dengan hukum 
pidana. Hukum acara pidana adalah suatu rangkaian aturan  yang mengatur 
tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan Hukum 
Pidana Materiil, sehingga memperoleh keputusan Hakim dan cara 
bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Peraturan tersebut juga 
mengatur mengenai bagaimana aparatur negara bertugas sesuai 
wewenangnya bertindak untuk menciptakan negara yang patuh terhadap 
hukum. 
Dalam Hukum Acara Pidana, Pembuktian merupakan salah satu 
kunci untuk mengungkapkan kebenaran dan keadilan dalam dalam proses 
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian terdakwa maupun 
korban dapat memperoleh keadilan yang sesuai dengan apa yang sudah 
ditentukan oleh Undang-undang. Apabila hasil pembuktian dengan alat 
bukti yang ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari 
hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan 
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alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman kepadanya. Oleh 
karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan 
memertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan 
pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. (M. Yahya 
Harahap, 2005 : 273 ) 
Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada 
undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang 
diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
disebutkan mengenai jenis alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perlu dipahami bersama 
bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan 
saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu 
tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan 
menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban 
disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. ( Sabto 
Budoyo, 2008 : 12 ) 
Pembangunan dibidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu 
ditindaklanjuti, mengingat kompleknya permasalahan-permasalahan hukum termasuk 
maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan jaman, 
ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-
instansi beserta aparatur penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta 
lembaga Pemasyarakatan) diharapkam mampu melaksanakan upaya penegakan hukum 
yang nyata dan dapat dipertangung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang 
berlaku agar tatanan kehidupan masyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat 
dicapai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah upaya hukum sederhana dan cepat seperti 




Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut : 
1. Faktor hukumnya sendiri 
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mau membentuk maupun 
yang menerapkan hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana dimana hukum tersebut berlaku 
atau diterapkan 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 
Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Undang-
undang memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses 
peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan 
Saksi dan Korban berasaskan pada Pasal 3: 
1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 
2. Rasa aman; 
3. Keadilan; 
4. Tidak diskriminatif; dan 
5. Kepastian hukum. 
Berdasarkan hal tersebut, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-
undangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka anak-anak yang yang berhadapan 
dengan hukum baik sebagau korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya 
oleh pemerintahan dan tidak boleh ada diskriminasi. Anak sebagai korban dapat 
menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka, 
bahkan sampai kematian. Kerugian Non-Fisik dapat berupa mental yang terganggu, 
maupun rasa takut yang tidak ada hentinya (Haryanto Dwiatmodjo, 2011 : 201). Seorang 
anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapat rehabilitasi dari 
pemerintah baik secara fisik maupn secara mental spiritual dan sosial, selain itu 
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privasinya baik untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya 
juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah dan perkara yang 
dihadapinya, begitu pula sebaliknya terhadap seorang anak yang menjadi pelaku tindak 
pidana. 
Sistem peradilan anak itu sendiri sebenarnya sudah baik, namun baik-buruknya 
sebuah sistem tetaplah terpulang karena kemauan dan kemampuan para pelaksananya 
untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum (the best interest of the Children). Pada saat 
penyelesaian kasus dipengadilan inilah anak yang menjadi korban tindak pidana dan 
pelakunya berinteraksi dengan hakim baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Selama proses peradilan tersebut hakim di Pengadilan mempunyai kewajiban untuk 
melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak 
pidana. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
telah menenentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acaranya, dari mulai saat 
penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Peradilan Pidana 
Pengadilan Anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh KUHP, yang 
penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana 
terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur 




Berdasarkan hal yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk menyusun 
penulisan hukum dengan judul “ PENILAIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN  
KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DENGAN DISUMPAH DALAM 
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI MEMUTUS 
PERKARA PENCABULAN OLEH ANAK ( Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Pti ) “ 
 
B. Perumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan 
permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lebih mendalam. Adapun permasalahan yang 
akan dikaji tersebut adalah tentang : 
1. Apakah kekuatan pembuktian keterangan korban anak saksi berumur empat 
tahun dengan disumpah dalam perkara pencabulan oleh anak sesuai KUHAP ? 
2. Apakah keterangan anak saksi berumur empat tahundigunakan sebagai dasar 
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan oleh anak telah 
sesuai Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal UU Perlindungan 
Anak ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian hendaknya harus jelas sehingga dapat memberikan arah dalam 
pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk Mengetahui bagaimana kesesuaian kekuatan pembuktian dari kesaksian 
anak dibawah umur empat tahun yang tidak disumpah telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal160 ayat (3) jo 171 huruf a KUHAP. 
b. Untuk Mengetahui apakah kesaksian anak dengan disumpah menjadi dasar 
pertimbangan hakim dalam menentukan putusan. 
 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk menambah, memperluas wawasan, dan kemampuan penulis mengkaji 
masalah di bidang Hukum pada umumnya. 
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar akademik pada 
bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Univesitas Sebelas Maret. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
member manfaat bagi penulis sendiri pada khususnya, dan masyarakst pada 
umumnya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan dari penelitian, karena 
suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian 
tersebut. Penulis berharap bahwa dari penelitian penulisan hukum ini akan bermanfaat 
bagi pembaca pada umumnya maupun penulis sendiri pada khususnya. Adapun manfaat 
yang diharapkan dapat diambil dalam pnelitian ini sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 
lebih baik kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa untuk masalah 
pembuktian dalam kasus pencabulan anak tanpa disumpah menjadi dasar 
pertimbanagan bagi hakim dalam menentukan putusan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah  referensi dan literatur dalam 
pengembangan ilmu hukum. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran bagi perkembangan 
teoritis bagi lingkup hukum acara di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan penalaran, 
membantu dan memberikan masukan kepada berbagai pihak dalam masalah yang 
sama. 
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran dan membentuk pola piker kritis 
sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi 
berbagai pihak dalam penelitian-penelitian sejenis lainnya. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ( 
Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35 ). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga 
penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian hukum 
yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. ( Peter 
Mahmud Marzuki, 2006: 33 ) 
 
2. Sifat Penelitian 
Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu preskriptif artinya sebagai ilmu yang 
mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. ( Peter 
Mahmud Marzuki, 2006: 22 ) 
3. Pendekatan Penelitian 
Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum terdapat 
beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek guna menjawab isu hukum yang diteliti, adapun beberapa pendekatan yang 
dimaksud yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus 
(case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). ( Peter 
Mahmud Marzuki, 2006: 93 ) 
 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian 
Peter Mahmud Marzuki dalam buku Penelitian Hukum ( Peter Mahmud Marzuki, 
2006: 141 ) mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya 
data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
a) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah norma atau 
kaidah dasar hukum di Indonesia, yaitu: 
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) 
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 




4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
5) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pti 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu memahami dan 
menganalis bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, dokumen resmi, 
atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri 
dari buku-buku referensi yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, 
internet dan sumber lainnya yang mengulas mengenai implikasi yuridis 
pemanfaatan keterangan ahli sebagai pertimbangan hakim dalam memutus 
perkara. 
 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan 
mendokumentasikan bahan hukum atau studi kepustakaan. Peneliti melakukan 
penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari, dan 
mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta 
artikel-artikel dari media internet, yang relevan terhadap isu hukum yang akan dihadapi, 
untuk kemudian dikategorisasi, selanjutnya bahan hukum dipelajari, diklarifikasi, dan 
dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 
 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif 
silogisme. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon 
menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, 
penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan 
bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis 
itu ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. ( Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47 ) Logika 
deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal 
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yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan lebih khusus. Dalam 
penulisan hukum ini yang dimaksud dengan premis mayor adalah peraturan perundang-
undangan yang relevan dan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan  premis minornya 
adalah fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 2/Pid.Sus-
Anak/2015/PN.Pti adanya kesaksian yang diberikan olehsaksi korban anak yang 
disumpah menjadi alat bukti yang sah sehingga dapat disimpulkan sebagai dasar 
pertimbangan hakim dalam menentukan putusannya.. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika diperlukan untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 
penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut: 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat kerangka teori dan kerangka pemikiran. 
Dalam kerangka teori penulis menguraikan tinjauan umum tentang pembuktian, alat 
bukti, keterangan ahli, pertimbangan hakim, dan penyalahgunaan narkotika. Sedangkan 
dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan kerangka pemikiran dalam bentuk 
ragaan. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini penulis membahas dan menjawab 
permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu implikasi yuridis pemanfaatan 
keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b 




BAB IV : PENUTUP 
Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang simpulan akhir dari 
pembahasan dan jawaban atas rumusanpermasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran 
yang didasarkan atas hasil keseluruhan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
